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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang langkah-langkah hukum yang tersedia bagi terdakwa
atauter pidana dalam rangka menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif
yang bersifat deskriptif kualitatif- Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan
dengan mengidentifikasi secara sistematis dan menghubungkan berbagai ketentuan yang terdapat dalam
dokumen hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi terdakwa atau terpidana
mencakup dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa termasuk
perlawanan, banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup pemeriksaan kasasi untuk
kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga mencerminkan peran hukum dalam
melindungi individu dalam masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk hak-hak asasi, kebendaan, dan
personal. Disarankan agar baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, terutama para pelaku tindak
pidana, memahami dengan baik hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 terkait perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dalam konteks sistem peradilan pidana
Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Pidana, Sistem Peradilan, Pidana

Abstract

This research aims to elucidate the legal steps available to defendants or convicts in upholding the principle of
equality before the law, in accordance with applicable legislation. The method employed is a normative
juridical research method with a descriptive qualitative approach. Data collection is conducted through
literature review. Analysis is carried out by systematically identifying and connecting various provisions found
in primary legal documents. The research findings indicate that legal efforts for defendants or convicts
encompass two types, namely ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies. Ordinary legal
remedies include resistance, appeal, and cassation, while extraordinary legal remedies encompass cassation
examination for legal interests and judicial review. Legal efforts also reflect the role of law in protecting
individuals within society, the nation, and the state, including their fundamental rights, property rights, and
personal rights. It is recommended that both law enforcement authorities and society, especially perpetrators
of criminal acts, have a clear understanding of the rights and obligations stipulated in laws such as Law No. 8
of 1981, Law No. 3 of 2009, and Law No. 48 of 2009 concerning legal protection for perpetrators of criminal
acts within the context of the Indonesian criminal justice system

Keywords: Legal Protection, Criminal Perpetrator, Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Hukum adalah unsur yang sangat penting dalam keberadaan sebuah negara dan menjadi
perhatian utama karena memiliki peran dalam melindungi masyarakat dari kekuasaan yang
otoriter atau totaliter. Selain itu, hukum juga mampu mengatasi individu atau kelompok tertentu
yang cenderung bersikap anarkis. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk
menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, suatu negara akan
mencerminkan nilai-nilai yang beradab apabila sistemnya didasarkan pada prinsip-prinsip
hukum. Dalam konteks Indonesia, pentingnya hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara
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Indonesia adalah negara hukum."

Maka, Negara memegang peranan yang krusial dalam memastikan perlindungan yang
adil dan beradab terhadap hak-hak warga negaranya. Hal ini menjadi kunci kekuatan suatu
Negara, karena kemampuannya untuk mengamankan rakyatnya dari berbagai ancaman, baik
yang bersifat fisik maupun ancaman lainnya, menjadi faktor penting. Oleh karena itu,
pentingnya penegakan hak asasi manusia (HAM) secara mendasar dalam suatu negara tidak
dapat diabaikan (Santosa, 2011).

Hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu hak yang dihargai dan dijunjung tinggi di
banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. HAM merupakan hak yang paling
fundamental bagi setiap individu, dipersepsikan sebagai pemberian langsung dari Tuhan Yang
Maha Esa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi
Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948, yang mengatur bahwa:

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and
impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge
against him. (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan
terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-
kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya)."

Adapun berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa "Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan di atas merupakan yang paling mendasar bagi HAM, di mana setiap orang
memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan harus ditegakkan. Hal ini dikenal sebagai asas
persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Fungsi hukum adalah untuk melindungi individu dalam konteks masyarakat, bangsa,
dan negara. Ini mencakup perlindungan terhadap aspek-aspek fisik dan mental individu, serta
hak-hak individu seperti hak asasi, hak kepemilikan, dan hak pribadi. Prinsip ini juga berlaku
untuk narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa
hukuman mereka. Salah satu tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah memberikan
pembinaan kepada narapidana, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, agar
mereka dapat memiliki kesiapan yang lebih baik ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, tidak lepas dari ketentuan hukum pidana
materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan yang memuat
ketentuan acara pidana.

Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, di mana
baik UU No. 1 Tahun 1960 maupun UU No. 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi
aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana (Yahya, 2012).

Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12
UU No.8 Tahun 1981:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerimaputusan
pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hakterpidana untuk
mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.”

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang sesungguhnya
adalah prosedur-prosedur seperti perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan
kembali terhadap keputusan pengadilan atau Majelis Hakim (Singal, 2013).

Selain itu, pelaku tindak pidana, baik sebagai tersangka maupun terdakwa, memiliki
hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Namun, seringkali banyak orang tidak memahami hak-hak mereka saat menghadapi proses
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hukum atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mereka cenderung mengabaikan hak-hak
tersebut, bahkan terkadang menganggap bahwa setelah menjadi terdakwa atau terpidana,
mereka tidak memiliki lagi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Keadaan seperti ini sering
ditemui pada masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka.

Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lain
adalah untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana jika dihadapkan pada putusan yang
keliru, tidak memuaskan, atau putusan yang menyudutkan terdakwa (Laksono, 2014). Upaya
hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara ketika
berhadapan dengan hukum, baik dalam proses persidangan maupun setelah adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan hukuman bagi terpidana.
Perlindungan hukum tetap ada bagi terdakwa maupun terpidana (Ritonga, 2016).

Beberapa kasus yang terjadi, Majelis Hakim terkadang mengabaikan prinsip yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya terdakwa sudah mendapatkan kepastian
hukum dari Majelis Hakim melalui pengarahan untuk melanjutkan tahap persidangan
selanjutnya sebagai upaya perlindungan hukum. Apalagi, hak hukum tersebut diatur dalam
peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa atau terpidana dapat mengambil tindakan
hukum untuk mendapatkan keadilan.

Pengadilan melakukan beberapa kasus penolakan karena berbagai alasan. Misalnya
dalam kasus Korupsi Bupati Natuna, setelah putusan pengadilan bersifat tetap, Bupati Natuna
melakukan upaya hukum peninjauan kembali, namun upaya hukumnya ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya
hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah
untuk memberikan pemahaman kepada para terdakwa atau terpidana terkait hak-hak
perlindungan hukum.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pendahuluan di atas yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang
dikaji adalah sebagai berikut:
1. Apakah upaya hukum bagi para terdakwa sudah berdasarkan peraturan perundang-
undangan?
2. Apakah terpidana mendapatkan pemahaman terkait hak-hak perlindungan hukum?

METOD EPENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.
Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif sehingga sering dikatakan
bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi (Qamar & Farah, 2020). Bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

c. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

d. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

e. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum atau praktisi hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap
pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
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Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni menginventarisasi, membaca,
dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder (Saddam, 2020).

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif.
Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta
menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer (Nasrullah, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, upaya hukum adalah sarana yang diberikan oleh peraturan-perundang-
undangan kepada individu atau badan hukum dalam kasus tertentu terhadap keputusan
pengadilan. Dalam teori dan praktik hukum, terdapat dua jenis upaya perlindungan hukum, yaitu
upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah
bahwa dalam upaya hukum biasa, eksekusi putusan pengadilan ditangguhkan hingga adanya
keputusan mengenai keberatan yang diajukan terhadap putusan tersebut. Sebaliknya, dalam
upaya hukum luar biasa, eksekusi putusan tidak ditangguhkan, meskipun terdapat upaya hukum
yang diajukan.
Upaya Hukum Biasa
1. Perlawanan (Verzet)

Perlawanan (verzet) sebagai bentuk perlindungan hukum jarang dibahas dalam
memahami perlindungan hukum. Kita seringkali lebih memahami terkait perlindungan
hukum tentang banding dan kasasi, sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun
1981, yang menjelaskan bahwa:

"Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima
putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, atau kasasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini."

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa upaya hukum tersebut memiliki unsur-
unsur, antara lain:

a. Hak Terdakwa untuk Tidak Menerima Putusan Pengadilan yang Berupa:
1) Perlawanan;
2) Banding;
3) Kasasi;

b. Hak Terpidana untuk Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

Selanjutnya, perlawanan (verzet), sebagaimana diatur oleh Pasal 156 ayat (4)
UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa:

"Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya
diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan
Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan
memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu."
Berdasarkan Pasal 156 ayat (5) huruf a UU No. 8 Tahun 1981, diatur bahwa:

"Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding
oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu
empat belas hari sejak ia menerima perkara, Pengadilan Tinggi dengan keputusan
membenarkan perlawanan terdakwa, membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang
bersangkutan, dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang."

Lebih lanjut, perlawanan (verzet) diatur dalam BAB XVII Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf 2 Acara Pemeriksaan
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, mulai dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 216
UU No. 8 Tahun 1981. Pasal 211 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur bahwa:

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini adalah perkara
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan."
Sementara Pasal 212 UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan: "Untuk perkara pelanggaran
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lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada
pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya."
Berdasarkan Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981, diatur bahwa "Terdakwa dapat
menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang." Dari ketentuan ini,
upaya hukum perlawanan (verzet) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh
terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan tidak hadir dalam pemeriksaan
perkara. Selain itu, putusan pengadilan berupa pidana perampasan kebebasan,
khususnya pidana penjara (Sitorus, 2018).
Dari uraian di atas, makapersyaratan upaya hukum berupa perlawanan
(verzet) antara lain:
1) Perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2) Terdakwa tidak hadir pada pemeriksaan perkara.
3) Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara.
4) Terdakwa mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang memutus
perkara tersebut.
5) Dengan adanya perlawanan ini, putusan pidana penjara menjadi gugur dan
terdakwa dipanggil untuk diperiksa kembali.
6) Jika terdakwa hadir, maka terdakwa akan diperiksa dan dapat dijatuhkan sanksi
pidana berupa:
a) Pidana denda, dengan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi.
b) Pidana penjara, dengan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi.
7) Setelah dipanggil, jika terdakwa masih berhalangan hadir, maka hukuman penjara
yang dijatuhkan menjadi sangat kuat. Dengan putusan tersebut, terdakwa dapat
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

2. Banding

Banding merupakan tindakan hukum yang diizinkan bagi terdakwa sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan
terhadap keputusan pengadilan. Banding merupakan sarana hukum yang digunakan oleh
para pihak untuk menguji kembali putusan pengadilan tingkat pertama (Lumempouw, 2013).
Banding berfungsi sebagai sarana hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi
keputusan pengadilan tingkat pertama apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam
proses peradilan.

Tujuan dari pengajuan banding adalah untuk mengembalikan kepatuhan pada
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Hal ini bertujuan
agar pemeriksaan dan keputusan di tingkat pertama dapat sesuai secara akurat dan
proporsional dengan hukum yang berlaku (Maksum, 2015). Selain itu, tujuan dari upaya
hukum banding adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan
jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Secara keseluruhan, pengajuan banding tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kesalahan pada tingkat pertama, tetapi juga
sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan terhadap adanya asas persamaan di hadapan
hukum (Yahya, 2006). Adapun dasar hukum dalam upaya hukum banding, antara lain:

a. BAB XVII Upaya Hukum Biasa, Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding, mulai dari
Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 UU No. 8 Tahun 1981;

b. Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009).

Beberapa poin penting dalam ketentuan upaya hukum banding, antara lain:

a. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang bukan merupakan pembebasan dari dakwaan
atau pembebasan dari semua tuntutan hukum, dapat diajukan banding ke pengadilan
tinggi oleh pihak terkait, sebagaimana berdasarkan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 dan
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Pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009.

b. Pada dasarnya merupakan pemeriksaan ulang atas apa yang telah diperiksa oleh
Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri memeriksa kembali semua fakta tersebut
sehingga pengadilan tinggi disebut Judex Factie.

c. Merupakan hak terdakwa dan/atau penuntut umum, di mana:

1) Diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri;

2) Pengajuan banding diajukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan
dijatuhkan. Jika lebih dari tujuh hari, Panitera Pengadilan Negeri akan menolak
pengajuan tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 233 ayat (2) UU No. 8 Tahun
1981;

3) Selama perkara belum diputuskan di tingkat banding, pemohon dapat mencabut
permohonannya setiap saat. Dengan pencabutan ini, tidak ada lagi pengajuan banding.

4) Memoribanding maupun kontra memoribanding tidak wajib diajukan.

d. Putusan banding (putusan Pengadilan Tinggi) dapat berupa:

1) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri;

3) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Tinggi membuat
putusan sendiri.

e. Putusan yang dapat diajukan upaya hukum banding meliputi:

1) Pemidanaan;

2) Putusan dalam acara pidana lalu lintas berupa pidana penjara, sebagaimana
berdasarkan Pasal 214 ayat (8) UU No. 8 Tahun 1981;

3) Penolakan eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum.

f. Putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding meliputi:

1) Pembebasan;

2) Lepas dari segala tuntutan hukum;

3) Sahnya penangkapan;

4) Tidak sahnya penangkapan;

5) Sahnya penahanan;

6) Tidak sahnya penahanan;

7) Sahnya penggeledahan;

8) Tidak sahnya penggeledahan;

9) Sahnya penyitaan;

10) Tidak sahnya penyitaan.

11) Sahnya penghentian penyidikan;

12) Tidak sahnya penghentian penyidikan;

13) Sahnya penghentian penuntutan;

14) Tidak sahnya penghentian penuntutan.

15) Putusan dalam acara pidana lalu lintas berupa pidana denda.

3. Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa di tingkat terakhir yang diperiksa oleh
Mahkamah Agung. Kata kasasi dikenal dengan istilah "cassation"”, dalam bahasa Belanda
"caesei" yang berarti pembatalan putusan pengadilan sebelumnya (Simanjuntak, 1995).
Pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap perkara pidana yang diputuskan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (Adiwana
& Amalia, 2016). Kasasi tidak dapat dimohonkan atas putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung, artinya putusan kasasi tidak dapat dikasasikan kembali, sebagai bentuk
kepastian hukum terhadap putusan kasasi. Yang dimaksud kasasi adalah pembatalan atau
pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan
dengan hukum dapat dibatalkan (Hidanata, 2018).

Adapun uraian hukum dalam upaya hukum kasasi sebagaimana berdasarkan
peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:
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a. UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009), mengatur bahwa
Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. permohonan Kkasasi;

b. sengketa tentang kewenangan mengadili;

c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 menetapkan bahwa Mahkamah Agung
dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua
lingkungan peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur
bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memiliki kewenangan untuk membatalkan
putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur bahwa:

1) Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada
tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur bahwa:

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung
melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan
keuangan.

3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di
bawahnya.

4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada
pengadilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur bahwa:

(1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa

tentang kewenangan mengadili:
a. Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di

MERDEKA
E-ISSN 3026-7854 254


https://doi.org/10.62017/merdeka

Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 3 Februari 2024, Hal. 248-259

DOI: https://doi.org/10.62017 /merdeka

C.

Lingkungan Peradilan yang lain;

b. Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat
Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;

C. AntaraduaPengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau
antara Lingkungan Peradilan yang berlainan.

(2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua
sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal
perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur bahwa:

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada
tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat
Undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur bahwa:

“Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam
permohonan grasi dan rehabilitasi.”

Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur bahwa:

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat
untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi
pengajuannya.

2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Putusan tentang praperadilan;

b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau diancam pidana denda;

C. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat
daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan.

3. Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak
dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan bersamaan
dengan penetapan tersebut perkara yang tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

4. Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
diajukan upaya hukum.

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih
lanjut oleh Mahkamah Agung.

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diatur bahwa:

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negeri tertinggi dari badan peradilan yang
berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18.

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang; dan

d. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik
berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan
permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 88 UU No. 8 Tahun 1981, diatur bahwa "Mahkamah Agung
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berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi."

Dari ketentuan di atas, pada hakekatnya, asas dan tujuan keberadaan
Mahkamah Agung terkait permohonan upaya hukum kasasi adalah untuk menjamin
persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap permohonan upaya hukum
kasasi juga harus memiliki alasan yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat
(1) UU No. 3 Tahun 2009 yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, Pasal 253 ayat
(1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan
oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 244 dan Pasal 249, guna menentukan:

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 245 UU No. 8 Tahun 1981, diatur mengenai syarat formal untuk
permohonan upaya hukum kasasi. Berikut adalah kutipan dari pasal tersebut:

(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang
telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas
hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada
terdakwa.

(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang
ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang
dilampirkan pada berkas perkara.

(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh
penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan
terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak
yang satu kepada pihak yang lain.

Berdasarkan Pasal 246 UU No. 8 Tahun 1981, diatur hal-hal terkait dengan
pengajuan permohonan kasasi dan akibatnya. Berikut adalah kutipan dari pasal
tersebut:

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah
lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang
bersangkutan dianggap menerima putusan.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon
terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk itu gugur.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera
mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada
berkas perkara.

Kedua, syarat materiil, sebagaimana berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8
Tahun 1981 yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung adalah Judex Juris, artinya Mahkamah Agung
hanya sebatas memeriksa apakah putusan pengadilan itu telah sesuai atau
bertentangan dengan hukum, sehingga yang diperiksa di tingkat kasasi adalah
penerapan hukumnya saja. Berikut adalah putusan yang dapat diajukan upaya hukum
kasasi, antara lain:

1) Pemidanaan;

2) Pembebasan;

3) Lepas dari segala tuntutan hukum;

4) Putusan dalam acara pidana lalu lintas berupa pidana denda.

Adapun putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi adalah putusan
Praperadilan, apa pun jenis putusannya.

Upaya Hukum Luar Biasa
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1. Pemeriksaan Kasasi demi Kepentingan Hukum

Penegak hukum hanya melakukan pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum.
Dalam hal ini, kewenangan Jaksa Agung bukan tersangka maupun terpidana (Renaldi, 2018).
Artinya, upaya hukum ini hanya mengatur upaya-upaya yang dilakukan oleh kejaksaan.
Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah bentuk upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada
pihak yang mencari keadilan. Peninjauan kembali diajukan untuk melawan suatu putusan
pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau
ahli warisnya. Selaras dengan pandangan Adami Chazawi, bahwa (Chazawi, 2010):

“Putusan yang dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali adalah putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari tuntutan
hukum, dan pihak yang mengajukan adalah terpidana atau ahli warisnya.”

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana yang merasa
bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah salah, sehingga terpidana mengajukan permohonan
agar perkara dapat ditinjau kembali. Olehnya itu, berdasarkan Pasal 263 UU No. 8 Tahun 1981,
mengatur bahwa:

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat
mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. Apabilaterdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan
itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan
telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan
peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah
dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait upaya hukum peninjauan kembali, antara

lain sebagai berikut:

1. Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 UU No. 8 Tahun 1981;
2. Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009;

3. Pasal 60 sampai dengan Pasal 76 UU No. 3 Tahun 2009.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa upaya hukum bagi terdakwa atau
terpidana menegaskan prinsip kesamaan di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Ada dua jenis upaya hukum yang terlibat, yaitu upaya hukum biasa dan
upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa melibatkan proses perlawanan, banding, dan
kasasi, sementara upaya hukum luar biasa mencakup pemeriksaan kasasi untuk kepentingan
hukum dan peninjauan kembali.

Hal ini mencerminkan fungsi hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dalam
masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk hak-hak asasi, kebendaan, dan hak pribadi mereka.
Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya para pelaku
tindak pidana, untuk memahami hak dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang,
seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berkaitan dengan perlindungan hak bagi pelaku
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tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
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